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Hukum Acara Pidana.

Keberatan yang digjukan oleh penuntut kasasi, bahwa ia dalam per-
adilan tingkat pertama dan tingkat banding tidak diberi kesempatan untuk
membaca berkas perkara, tidaklah dapat diterima karena dalam sidang Peng-
adilan telah diterangkan dan ditanyakan segala sesuatunya mengendi perkara
ini, fadi penuntut kasasi tidak perlu membgca sendiri berkas perkaranya

Putusan Mahkamah Agung tg. 20-12-1978 No. 169 K/Kr/1977.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai be-
rikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Banjarmasin tanggal 7 September 1976
No. 161/1974 Pid. B. (S). dalam putusan mana tertuduh :

Riduan Syahrani bin Indar, umur 30 tahun, lahir di Kandangan, bertempat
tinggal di Jalan Rantawan Darat No. 36 Kampung Kelayan Darat Banjar-
masin, pekerjaan Pegawai Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin;
tertuduh penuntut kasasi berada diluar tahanan;

vang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh:

Primair : ‘

‘Bahwa ia terdakwa pada tanggal 20 Maret 1976 atau sekitar waktu itu. seti-
dak-tidaknya dalam tahun 1967 disuatu tempat yang tidak dapat ditentukan dengan
pasti lagi, setidak-tidaknya didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin,
telah membuat surat palsu atau tanda-tangan palsu atas nama Tong Hok Suy
alias Yusuf Rahman atau ia terdakwa Riduan Syahrani bin Indar sengaja memalsu
isi surat yang telah ditanda-tangani oleh Tong Hok Suy/Yusuf Rahman atau ia
terdakwa telah memalsu tanda tangan dan isi surat tanggal 20 Maret 1967 tersebut,
yaitu svatu surat yang dapat dipergunakan sebagai pembuktian suatu perbuatan
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain mempergunakan surat
itu seolah-olah surat tulen ataupun tanda-tangan yang tidak dipalsukan. Dari
pemakaian surat tersebut, ia terdakwa dapat memperoleh izin hak guna bangunan
atau memperoleh hak untuk membangun diatas tanah milik Goe Eng Liang atau
orang tua Yusuf Rahman Teng Hok Suy, atau dengan surat tersebut dapat men-
jadi bukti tentang sesuatu hal yang menguntungkan bagi terdakwa, sehingga
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pemakaian dari surat itu merugikan bagi pemilik tanah (Goe Eng Liang) atau orang
lain. ' '

Melanggar pasal 263 KUHP.

Subsidair : _

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada tuduhan
primair diatas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
dengan sengaja dan dengan melawan hukum, dengan akal dan tipu muslihat atau
rangkaian kata-kata bohong yaitu ia terdakwa mengatakan akan membikin dapur/
menambah bangunan dapur baru diatas tanzh yang berbatasan dengan tansh
milik Goe Eng Liang atau orang tua dari Yusuf Rahman al. Teng Hok Suy. Untuk
keperluan mana ia terdakwa meminta tanda-tangan saksi Yusuf Rahman, dengan
mengatakan bahwa itu perlu sebagai tidak keberatan terhadap pembangunan dapur
baru dibelakang rumah tempat tinggal saksi nengadu sebagai tetangga vang ber-
batasan dengan tempat tinggalnya. Oleh kata-kata terdakwa tersebut dan isi surat
yang diminta untuk ditanda-tangani tersebut sesuai denghn apa yang dikatakan oleh
terdakwa, .maka saksi pengadu tergerak hatinya untuk menanda-tangani surat
tersebut. Tapi ternyata kemudian terdakwa membangun rumah diperbatasan milik
orang tua saksi (Goe Eng Liang) dan bukannya membikin/membangun dapur baru
seperti yang dikatakan oleh terdakwa pada waktu meminta tanda tangan saksi. Juga
saksi mengatakan bahwa ia tidak pernah menanda-tangani surat yang isinya seper-
i surat tertanggal 20 Maret 1967 tersebut.

Melanggar pasal 378 KUHP.

dengan memperhatikan pasal 263 KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan
kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar
lengkapnya berbunyi sebagai berikut : .

Menyatakan terdakwa Riduan Syahrani bin Indar tersebut diatas bersalah telah
melakukan kejahatan : “Pemalsuan Surat” _

Oleh karena itu menghukum dia dengan hukuman penjara selama 5 (lima)
bulan dengan ketentuan. bahwa hukuman ini tidak akan dilaksanakan kecuali de-
ngan keputusan Hakim diperintahkan lain, disebabkan sebelum waktu masa per-
cobaan selama 5 (lima) bulan, dia telah melakukan pelanggaran yang dapat
dipidana;

Menghukum dia menanggung biaya dalam perkara ini.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh
Pengadilan Tinggi di Banjarmasin dengan putusannya tanggal 8 Desember 1976
No.28/1976/Pid./PT. Bjm. yang amar lengkapnya berbunyi sebagal berlkut:

Menerima permohonan banding yang disjukan oleh terdakwa dan Jaksa ter-
sebut;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 September
1974 No. 161/1974/Pid. B. (S). yang dibanding itu hingga berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Riduan Syahrani bin Indar bersalah melakukan kejahatan:

[. Membuat Surat Palsu.
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Il. Menggunakan Surat Palsu.

seperti diatur dalam pasal 263 KUHP.

‘Mcnghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan.

Membebankan ongkos perkara kepada terdakwa.

Menyatakan bahwa surat bukti dengan code C + D (merah) dilampirkan dalam
berkas perkara sedang surat bukti laianya dikembalikan kepada saksi.

Memetintahkan supaya mengirimkan sehelai turunan resmi dari keputusan ini
disertal berkas perkara pidana ‘yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri
Banjarmasin.

Mengingat akan akta tentang penu ntutah kasasi No. 1/1977/Kasasi yang dibuat
oleh Panitera Pengganti pada Pengadllan Negeri di Banjarmasin,yang menerangkan,
bahwa pada tanggal 16 Juli 1977 penuntut kasasi telah mengdjukdn permphon-
an kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Banjarmasin, tanggal 20 Juli 1977 dari
penuntut kasasi risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Ncgcn
di Banjarmasin pada tanggal 20 Juli 1977;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 31 Maret 1978 No. 26/
1978 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa
kiranya Mahkamah Agung akan menolak permchonan kasasi tersebut

Meiihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang- undang No. 14
tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kckuasaan Kehakiman, yang telah mencabut
Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakim-
an (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49
(4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah
Agung menganggap perlu untuk ymenegaskan, lagi hukum acara kasasi yang harus
dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun
1970, maka pasa}l 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan se-
demikian rupa, sehingga vangdinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang
No. | tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang
telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentang.m
dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasa31 adalah-
hukum acara kasasi yang diatur ‘dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar
tidak bertentangan dengan Undangundang No. 14 tahun 1970:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan ke-
pada penuntut kasasi pada tanggal | Juli 1977 dan pentintut kasasi telah meng-
ajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 1977 serta risalah kasasinya telah
diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Banjarmasin pada tanggal 20 Mei
1977, dengan demikian permohonan Kkasasi tersebut beserta dengan alasan-
alasannya telah diajukan dalam tengpang-tenggang dan dengan cara menurut
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undang-undang. oleh karena mana permohonan kasasi tersebt_xt formil dapat di-
rima; _ .

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi
pada pokoknya adalah sebagai berikut: .

l. bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah menyampaikan tanpa
komentar sedikitpun dan tidak memperhatikan exepsi penuntut kasasi, karena
kejadian perkara ini dalam tahun 1967 pada waktu memberikan surat persetujuan
dan mengadu peristiwa tersebut dalam tahun 1971 jadi sesudah lima tahun lebih,
maka dengan demikian unsur klachtdelictnya menjadi kedaluwarsa. (lihat putusan
Mahkamah Agung No. 57 K/Krf1968).

2. bahwa Pengadilan Tingkat pertama maupun Pengadilan ngkat banding tidak
mentrapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak berupaya untuk mencari
kebenaran material yang dapat dibuktikan antara lain :

a. tidak memperlihatkan segala memorie banding serta bukti-buktisyang
d1a_1ukan pemohon Kasasi,

. terlalu. gegabah menetapkan bahwa tanda tangan pengadu adalah palsu
tanpa pcnelitian laboratorium sedang diketahui Pengadu/Saksi mempunyai banyak
tanda tangan.

c. adanya bagxan -bagian berita acara ini yang tidak sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya, '

d. tidek diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara sepertl ter-
cantum dalam undang-undang,

Menimbang, bahwa-atas keberatan terscbut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ad la:

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena Pengadilan Tinggl me-
meriksa perkara keseluruhannya, termasuk exeptic penuntut kasasi;

mengehai keberatan ad. 2a dan 2c.;

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat diterima oleh karena Pengadilan
Tinggi sudah memeriksa perkara keseluruhannya:

mengenai keberatan ad 2b:

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena keberatan ini mengeni
penilaian hasil-hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan
tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pe-
meriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan per-
aturan hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksana-
kan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, sc-
bagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung
Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950).

mengenai keberatan ad’ 2d:

bahwa keberatan ini juga tidak dapat diterima. oleh karenz dalam sidang
Pengadilan telah diterangkan dan ditanyakan segala sesuatunya mengenai perkara
ini, jadi penuntut kasasi tidak perlu membaca sendiri berkas perkara;
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Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pu-
la tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan
hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

“Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang
- No. 13 tahun 1976 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasl darl penuntut kasasi Riduan Syahrani bin Indar
tersebut;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara
dalam tingkat ini.

Demikianlah di]:’:utuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal
20 Desember 1978 oleh Busthanul Arifin SH. sebagai Ketua, Purwosunu SH. dan_
Kabul Arifin SH. Haklm hakim Anggota dan divucapkan dalam sidang terbuka pada
hari Rabu tanggal 7" Pebruari 1979 oleh Busthanul Arifin SH sebugai Ketua,
dengan dihadiri oleh Purwosunu SH dan Kabul Arifin SH. Hakim-hakim Anggota,
dihadiri oleh HR. Sadili Sastrawijaya SH. Jaksa Agung Muda dan dihadiri oieh
H. Eddy Djunaedi S.H. M.C.J. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri
oleh penuntut kasasi.



